BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR Zq TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQ,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

Mengingat

1.

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
atas penvelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana
kerja pemerintah daerah tahunan yang merupakan
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah
daerah;

bahwa  berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perericanaan = Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9

Kogom | SKPDj AS 2 | SERDA |waeUR
A

v




10.

11.

12.

13.
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu
ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3147);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;
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MEMUTUGSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN
2021

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.

Dewan Perwakilar Rakyat Daerah yang selanjutnva disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gorontalo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnyva
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Ferangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD, adaleh
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun

HOROR | SKPO| AS 2 | SEMDA | WABUF

VAR

g

)




2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

RKPD  Tahun 2021 disusun dengan sistematika

penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDABULUAN

BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV :SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VIi : PENUTUP

RKPD adalah sebagaifnana tercantum dalam lampiran

Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan
kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana
kerja dan anggarari yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
Laporan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1},
disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnyva
triwulan yang bersangkutan.

Laporan Kinerja  menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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Pasal 5

Pemetaan dan pemutakhiran nomenklatur Program dan

Kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri

menjadi bagian muatan dari peraturan Bupati ini, dengan

ketentuan:

a. Hasil pemetaan Program dan Kegiatan merupakan hasil
kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang
bersangkutan;

b. Hasil pemetaan Program dan Kegiatan digunakan sebagai
acuan dan bahan pembahasan pada tahapan penyusunan
KUA PPAS dan Penyusunan APBD Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 7] juu 2010
BUPATI \TORONTALoﬁ«

Diundangkan di Limboto

pada tanggal / JUU 2029
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

AH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 14



